BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, kesimpulan yang dapat
diambil bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Kemantren
Brontokusuman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021
tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-
2041. Karena penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Kemantren
Brontokusuman Kampung Karanganyar telah dilakukan pembongkaran
terhadap 16 bangunan yang melanggar di sempadan sungai tanpa izin.
Tindakan ini diambil karena bangunan-bangunan tersebut melanggar aturan
tata ruang, termasuk Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang
menegaskan bahwa sempadan sungai harus digunakan untuk fungsi
konservasi, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan bukan untuk bangunan

permanen.

Meskipun penertiban telah dilakukan, pemanfaatan sempadan sungai di
wilayah ini masih dalam tahap penyesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Ke depannya, wilayah tersebut direncanakan akan dijadikan RTH, sejalan
dengan ketentuan dalam perda yang mengutamakan aspek pelestarian
lingkungan di sempadan sungai. Tantangan terkait pemanfaatan ilegal oleh

warga di masa lalu menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemantauan
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yang konsisten masih sangat diperlukan. Dengan adanya upaya
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pembongkaran bangunan ilegal dan rencana pengembangan RTH, dapat
disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah menuju kesesuaian
dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Akan tetapi, keberhasilan penuh
dari penataan ini bergantung pada implementasi jangka panjang dan partisipasi

warga dalam menjaga fungsi sempadan sungai sesuai dengan aturan tata ruang.

B. Saran

Saran untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dengan
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, masih diperlukan langkah

lebih lanjut, termasuk:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pemerintah dan instansi terkait
harus memastikan bahwa setelah penertiban, tidak ada lagi bangunan
ilegal yang didirikan di sempadan sungai. Pengawasan rutin dan

penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran akan menjadi kunci.

2. Partisipasi Warga, Warga sekitar perlu dilibatkan dalam menjaga dan
merawat area sempadan sungai. Edukasi dan sosialisasi mengenai
pentingnya fungsi sempadan sungai sebagai area konservasi juga

harus diperkuat.

3. Pemulihan Lingkungan, Setelah pembongkaran, proses pemulihan
lingkungan, seperti penanaman pohon dan penghijauan, harus

dilakukan secara serius agar fungsi ekologis sempadan sungai dapat
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berjalan optimal.Jika langkah ini diimplementasikan secara
konsisten, penggunaan sempadan Sungai Code di Kampung
Karanganyar akan lebih sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun
2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Tahun 2021-2041 dan aturan tata ruang yang berlaku.
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